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I. Latar Belakang 
 
Yayasan Econusa merupakan salah satu mitra pembangunan di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku.  
Yayasan Econusa bekerjasama dengan pemerintah provinsi untuk peningkatan tata kelola sumber daya 
alam, khususnya sumber daya hutan, melalui pendekatan perencanaan pembangunan Rendah Karbon 
yang disinergikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.  
 
Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung inisiatif ini adalah melakukan kajian untuk 
menelusuri peredaran dan rantai pasok kayu ke industri kayu dan pulp yang bersumber dari Tanah Papua 
dan Kepulauan Maluku. Kegiatan ini diharapkan akan memberikan gambaran terkait pemanfaatan, 
penjualan dan peredaran kayu sehingga mampu mengidentifikasi potensi ancaman terhadap keberadaan 
hutan alam tersisa di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku.  
 
Walaupun pemerintah telah memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai bentuk 
pengendalian terhadap praktik penebangan dan peredaran kayu ilegal, namun tidak dapat dipungkiri 
bahwa praktik-praktik illegal logging masih terjadi di hutan-hutan alam di Indonesia.  Tidak tertutup 
kemungkinan terjadi juga di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku yang masih memiliki tutupan hutan 
alam sekitar 81% dan 57% luas daratannya (FWI, 2019)1. 
 
 
II. Metodologi 
 
Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka (desk analysis) dengan melakukan 
penelusuran data dan informasi sekunder tentang peredaran kayu dan rantai pasok ke industri kayu dan 
pulp yang bersumber dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku. Data dan informasi yang dikumpulkan 
dari sumber informasi yang bisa diakses oleh publik, yang tersedia di instansi pemerintah, perusahaan dan 
lembaga lainnya yang terkait.  Beberapa sumber informasi seperti dokumen studi, situs perusahaan, situs 
KLHK, dokumen yang dipublikasi oleh perusahaan, dokumen rencana pemenuhan bahan baku industri, 
dokumen-dokumen publik lainnya. Selain itu, proses pengumpulan data dilakukan dengan pembelian 
data di Kementerian Hukum dan HAM terkait data kepemilikan perusahaan (akta notaris). 
 
Informasi yang sudah terkumpul, kemudian akan diolah dengan menggunakan tabulasi sebagai database 
sederhana untuk mempermudah dalam melakukan analisis data. Setidaknya informasi yang akan diolah, 
diantaranya: nama perusahaan, jenis perusahaan, SK perusahaan, luas konsesi, lokasi konsesi (kabupaten 
dan provinsi), jenis sertifikasi yang dimiliki, tujuan penjualan kayu (nama perusahaan industri, lokasi, 
rencana dan realisasi penjualan kayu, tahun), dan termasuk group, pemilik perusahaan, dan pemodal.  
Peneliti juga melakukan serangkaian wawancara untuk melakukan verifikasi data yang telah dikumpulkan 
dan sekaligus untuk melengkapi pengumpulan data dan informasi yang masih diperlukan kepada pihak-
pihak yang berkepentingan. 
 
Setelah data-data tersebut diolah, maka selanjutnya akan dianalisis sebagai bahan penyusunan laporan 
studi tentang peredaran kayu dan rantai pasok ke industri kayu dan pulp dari Tanah Papua dan Kepulauan 
Maluku yang diperdagangkan dan dibeli oleh para konsumen di pasar internasional.  

 
1 FWI. 2019. Lembar Fakta: Angka Deforestasi sebagai ‘Alarm” Memburuknya Hutan Indonesia. Bogor 
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III. Ruang Lingkup Studi 
 
Studi peredaran dan rantai pasok kayu ke industri kayu dan pulp ini, akan mengumpulkan dan mengolah 
data-data mengenai: perusahaan kayu sebagai pemasok kayu, industri kayu dan pulp sebagai penerima 
(pengkonsumsi) bahan baku kayu yang berasal dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku, sampai kepada 
industri sekunder atau para konsumen sebagai pembeli produk kayu di pasar internasional.  
 

 
 
Gambar 1. Pengumpulan dan pengolahan data terkait peredaran kayu dan rantai pasok ke industri kayu 

dan ekspor 
 
Studi ini akan dimulai dengan menyusun database sederhana (dalam bentuk excel) terkait tentang alur 
peredaran kayu dari perusahaan kayu  ke industri kayu dan pulp yang berada di Tanah Papua dan 
Kepulauan Maluku dengan mengumpulkan data-data yang tersedia dalam rentang tahun 2018 – 2019.  
Karena keterbatasan data dan informasi yang tersedia, maka studi lebih memfokuskan  pada peredaran 
kayu yang diproduksi oleh perusahaan HPH & HTI dan dikonsumsi oleh industri kayu primer (IPHHK) 
dengan kapasitas di atas 6.000 m3. 
 
Database ini menyimpan data dan informasi tentang perusahaan HPH dan HTI yang defenitif yang 
berada di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku sebagai pemasok bahan baku kayu ke industri kayu dan 
pulp.  Jenis informasi yang dikumpulkan dan diolah terkait profil perusahan, sertifikasi yang dimiliki, 
group dan kepemilikan perusahaan yang akan diperoleh dari Akta Notaris Perusahaan.   
 
Database ini diperkaya dengan informasi tentang volume penjualan kayu oleh perusahaan kayu (HPH & 
HTI) dan dikonsumsi industri kayu dan pulp yang berada dan di luar wilayah Tanah Papua dan 
Kepulauan Maluku.  Termasuk informasi para konsumen di pasar internasional yang membeli produk 
kayu bersumber dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku.  Studi ini juga akan membangun database 
sederhana terkait industri kayu dan pulp yang beroperasi di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku.  
Termasuk informasi terkait perusahaan yang menjadi pemasok bahan baku (BB) kayu bagi industri kayu 
dan pulp.  
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Selain tersedianya database, output yang akan dihasilkan dari studi ini adalah laporan naratif yang 
membahas peredaran kayu dari HPH & HTI dan rantai pasok ke industri kayu dan pulp dari Tanah 
Papua dan Kepulauan Maluku yang diperdagangkan per group perusahaan kayu. 
 
 
IV. Potret Kondisi Hutan Papua dan Maluku 
 
Hasil analisis yang dilakukan oleh FWI pada tahun 2017 menunjukkan bahwa luas hutan alam yang 
tersisa di seluruh Indonesia sekitar 82,8 juta hektare. Khususnya untuk region Papua diperkirakan sebesar 
33,1 juta hektar dan region Maluku masih memiliki hutan alam sebesar 4,5 juta ha. Sedangkan bila 
dibandingkan dengan luas daratannya, maka Region Papua dan Maluku memiliki persentase tutupan 
hutan alam seluas 81% dan 57%2 dari total daratannya.   
 
Namun, saat ini tren kerusakan hutan alam di Indonesia telah bergerak ke wilayah timur akibat semakin 
habisnya hutan alam tersisa di bagian Barat dan Tengah wilayah Indonesia.  Tanah Papua dan Kepulauan 
Maluku, yang masih memiliki hutan alam yang luas, sudah pasti akan menghadapi ancaman kehancuran 
sumber daya tersebut. Wujud ancaman ini telah semakin nyata dengan masifnya pembangunan 
infrastruktur untuk mobilisasi komoditas hasil hutan dan sumber daya alam lainnya dari industri-industri 
ekstraktif berbasis lahan. 
 
Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia secara umum disebabkan sistem kebijakan politik dan 
ekonomi yang korup, yang menganggap sumberdaya hutan sebagai sumber pendapatan bagi kepentingan 
politik dan keuntungan pribadi (FWI/ GFW, 2001).   
 
Tabel 1.  Luas dan Laju Deforestasi Region Maluku dan Papua Periode 2013-2017 
 

Region Tutupan Hutan Alam 
2017 

Deforestasi Hutan 
Alam 2013-2017 

Deforestasi rata-rata per 
tahun 2017 

Maluku                              
4.515.417  

543.566 141.738 

Papua                            
33.119.514  

692.107 174.371 

Indonesia 82.832.498 5.723.787 1.466.999 
 

Sumber: FWI. 2019. Lembar Fakta: Angka Deforestasi sebagai ‘Alarm” Memburuknya Hutan Indonesia 
 
Pada Tabel 1. di atas menunjukkan bahwa periode tahun 2013 - 2017, luas deforestasi hutan alam di 
region Maluku dan Papua, seluas 543 ribu hektare dan 692 ribu hektare. Sedangkan laju deforestasi di 
kedua region ini, untuk Maluku seluas 141 ribu hektare per tahun dan region Papua seluas 174 ribu 
hektare. 
 
 

 
2 FWI. 2019. Lembar Fakta: Angka Deforestasi sebagai ‘Alarm” Memburuknya Hutan Indonesia. Bogor 
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V. Perusahaan Kayu (HPH dan HTI) dan Produksi Kayu di Tanah Papua 
dan Kepulauan Maluku 

 
Perkembangan industri perkayuan, di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku, tidak bisa dilepaskan dari 
kegiatan pengusahaan hutan alam. Kegiatan pengusahaan hutan alam tersebut diwujudkan melalui Hak 
Pengusahaan Hutan (HPH), yang lebih bersifat mengeksploitasi sumber daya kayu (timber extraction). 
Kemudian pengusahaan hutan lebih diarahkan kepada usaha-usaha pemanfaatan sumber daya hutan 
(forest resource utilization) melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).  Artinya secara 
umum industri perkayuan di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku masih didominasi oleh kegiatan 
menebang kayu (logging) yang memproduksi kayu bulat.   Bila dilihat dari sisi ekonomi industri, 
perkembangan industri perkayuan di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku, belum bisa memberikan nilai 
tambah (added value) yang signifikan kepada daerah ini.  
 
Pada buku Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018, jumlah pemegang izin usaha pemanfaatan 
hasil hutan kayu dari hutan alam (IUPHHK-HA/HPH) di tanah Papua sebanyak 38-unit manajemen 
dengan total luas konsesi sekitar 5,481 juta hektare3, dengan rincian 21-unit manajemen dengan luas 
kurang lebih 2,978 juta hektare di Provinsi Papua Barat dan 17-unit manajemen dengan luas kurang lebih 
2,503 juta hektare di Provinsi Papua. Sedangkan jumlah pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan 
kayu dari hutan tanaman (IUPHHK-HT/HTI) di Tanah Papua, sebanyak 9-unit manajemen yang 
memiliki konsesi seluas 998,6 ribu hektare. Di provinsi Papua Barat terdapat 8-unit manajemen yang 
luasnya sekitar 898,6 ribu hektare dan di Provinsi Papua hanya ada satu unit manajemen dengan luas 99,9 
ribu hektare.  
 
Sebaran pemegang izin HPH di Kepulauan Maluku sebanyak 26-unit manajemen dengan luas sekitar 
1,687 juta hektare.  Di Provinsi Maluku terdapat 13-unit manajemen dengan luas 717,67 ribu hektare 
dan Provinsi Maluku Utara ada 13-unit manajemen dengan luas sekitar 670 ribu hektare. Pemegang izin 
HTI yang ada di Kepulauan Maluku, sebanyak 7-unit manajemen dengan luas sekitar 132,1 ribu hektare. 
Untuk Provinsi Maluku, ada 2-unit manajemen yang luasnya 66,2 ribu hektare dan Provinsi Maluku 
Utara terdapat 5-unit manajemen dengan luas 65,9 ribu hektare. 
 
Sedangkan berdasarkan data dari Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari – KLHK pada tahun 2018, 
jumlah pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam (IUPHHK-HA/HPH) di 
tanah Papua sebanyak 40-unit manajemen dengan total luas konsesi sekitar 5,664 juta hektare. jumlah 
pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan tanaman (IUPHHK-HT/HTI) di Tanah 
Papua, sebanyak 9-unit manajemen yang memiliki konsesi seluas 998,6 ribu hektare. 
 
 

 
3 KLHK. 2019. Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 
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Sedangkan berdasarkan data dari Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari – KLHK pada tahun 2018, 
jumlah pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan alam (IUPHHK-HA/HPH) di 
tanah Papua sebanyak 40-unit manajemen dengan total luas konsesi sekitar 5,664 juta hektare. jumlah 
pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dari hutan tanaman (IUPHHK-HT/HTI) di Tanah 
Papua, sebanyak 8-unit manajemen yang memiliki konsesi seluas 791,8 ribu hektare.  Sebaran pemegang 
ijin HPH di Kepulauan Maluku sebanyak 26-unit manajemen dengan luas sekitar 1,391 juta hektare.  
Sedangkan pemegang izin HTI yang ada di Kepulauan Maluku, sebanyak 5-unit manajemen dengan luas 
sekitar 132,1 ribu hektare. 
 
Tabel berikut ini merupakan profil perusahan-perusahaan HPH dan HTI di Tanah Papua dan Kepulauan 
Maluku, yang diolah dari berbagai sumber data. 
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Tabel 2. Profil Perusahaan HPH Tanah Papua dan Kepulauan Maluku 
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Tabel 3. Profil Perusahaan HTI Tanah Papua dan Kepulauan Maluku 
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Produksi kayu bulat dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku diperoleh dari kegiatan penebangan dan 
pemanenan dari IUPHHK-HA (HPH), IUPHHK-HT(HTI), kayu-kayu IPK (izin pemanfaatan kayu) 
maupun izin sah lainnya.  Namun studi ini tidak memperoleh informasi terkait jumlah kayu bulat yang 
hasilkan dari kegiatan land clearing ini.  
 
Bila mengacu pada informasi yang disajikan di dalam Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 
2018, maka produksi kayu bulat dari region Papua dan Maluku yang bersumber dari HPH dan HTI 
sebesar 1.207.905 m3.  Untuk tahun 2018, produksi kayu bulat mengalami peningkatan menjadi 
1.625.351 m3 yang semuanya bersumber dari hutan alam (Tabel 4).    
 

Tabel 4.  Produksi Kayu Bulat Region Maluku dan Papua Periode 2017-2018 
 

Provinsi Produksi Kayu Bulat 
(2017) 

Produksi Kayu Bulat 
(2018) 

HPH (m3) HTI (m3) HPH (m3) HTI (m3) 
Maluku 274.261  - 331.849 - 
Maluku Utara 77.319 183 66.107 - 
Papua 439.119 - 474.279 - 
Papua Barat 417.206 - 753.116 - 
 1.207.905 183 1.625.351 - 

 
Sumber: Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 

 
VI. Industri Pengolahan Kayu (IPHHK) dan Konsumsi Bahan Baku Kayu di 

Tanah Papua dan Kepulauan Maluku 
 
Sampai dengan tahun 2019, industri pengolahan kayu di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku masih 
didominasi oleh industri usaha primer hasil hutan kayu atau industri kayu (primary wood processing).  
Industri kayu ini atau disebut sebagai Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah 
industri yang mengolah kayu bulat (log) dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi 
atau barang jadi4. IPHHK akan mengolah kayu bulat (log) menjadi barang setengah jadi atau bahan baku 
industri turunannya, seperti: kayu gergajian, kayu lapis, dan kayu serpih. 
 
Informasi terkait jumlah IPHHK diperoleh dari Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku 
Industri (SI-RPBBI).  Namun demikian pelaporan industri ke dalam SI-RPBBI hanya diwajibkan bagi 
pada industri pengolahan primer dengan kapasitas 2.000 - 6.000m³/tahun dan lebih dari 6.000m³/tahun.  
 
Sedangkan untuk jumlah industri kayu yang memiliki kapasitas di bawah 2.000 m3 serta industri 
pengolahan sekunder (lanjutan) tidak tercakup di dalam SI-RPBBI maupun oleh platform pelaporan 
publik lainnya. Hal ini menyulitkan untuk mendokumentasikan seluruh jumlah industri kayu di Tanah 
Papua dan Kepulauan Maluku.    
 

 
4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri 
Primer Hasil Hutan ini mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK-II/2015 tentang 
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan 
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Namun demikian jumlah IPHHK yang tercatat oleh Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku 
Industri (SI-RPBBI) di KLHK, dapat dilihat pada Tabel 5.  Di Tanah Papua, jumlah IPHHK yang 
memiliki kapasitas di atas 6000 m3 sebanyak 18 perusahaan dan ada satu (1) industri yang kapasitasnya 
di bawah 6000 m3. Sedangkan di Kepulauan Maluku, ada satu (1) industri kayu yang memiliki kapasitas 
di atas 6000 m3 dan 36 industri yang kapasitasnya di bawah 6000 m3 
 

Tabel 5. Jumlah IPHHK dan Realisasi Bahan Baku Industri di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku 
Tahun 2018 

 
Provinsi Jumlah IPHHK (unit) Realisasi Bahan Baku (m3) 

> 6000 m3 2000 – 6000 
m3 

> 6000 m3 2000 – 6000 
m3 

Maluku 1 35 6.675 3.615 
Maluku Utara 0 1 0 359 
Papua 8 26 564.566 18.700 
Papua Barat 10 14 207.414 34.582 
 19 76 778.655 m3 57.256 m3 

 
Sumber: Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (SI-RPBBI), 2019 

 
 
Bila membandingkan antara volume produksi kayu bulat dari perusahaan HPH dan HTI (Tabel 4) dan 
kebutuhan bahan baku kayu bagi industri kayu primer (Tabel 5), maka dapat disimpulkan bahwa volume 
produksi kayu bulat yang tersedia, sudah mencukupi kebutuhan bahan baku bagi industri kayu beroperasi 
di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku.  Namun faktanya tidak semua perusahaan HPH dan HTI yang 
menjual kayu bulat ke industri-industri yang ada di dua region ini, malah sebagian besar dijualnya kepada 
industri yang ada di luar region ini, terutama industri-industri kayu yang ada di region Jawa.   
 
Pada skala nasional, berdasarkan hasil kajian terdahulu menemukan adanya kesenjangan antara pasokan 
dan kebutuhan kayu bulat untuk dikonsumsi oleh industri pengolahan kayu,  terutama untuk industri 
pulp and paper5.  Kapasitas berlebihan dari industri pengolahan kayu di Indonesia dipercaya sebagai salah 
satu faktor masalah yang mendorong terjadinya pembalakan liar. Termasuk adanya permintaan kayu dari 
pasar gelap di dalam dan luar negeri yang mendorong permintaan akan kayu dan produk kayu illegal. 
Kondisi seperti ini pastinya akan mempengaruhi praktik-praktik pemanfaatan kayu di Tanah Papua dan 
Kepulauan Maluku. 
 
Berdasarkan data dan informasi yang tersedia di dalam SI-RPBBI periode tahun 2018-2019, profil 
industri kayu  (IPHHK) dengan kapasitas di atas 6000 m3 yang aktif beroperasi di Tanah Papua dan 
Kepulauan Maluku untuk mengolah kayu dari HPH dan HTI sebagai berikut:

 
5 Forest Trends. 2015. Indonesia’s Legal Timber Supply Gap and Implications for Expansion of Milling Capacity; Hasil penelitian 
Koalisi Anti Mafia Kehutanan dan Forest Trends menemukan penggunaan kayu oleh perusahaan besar diduga masih dipasok dari 
sumber-sumber ilegal karena konsumsi lebih besar dari pasokan legal yang tercatat di Kementerian Kehutanan. Bahkan, tahun 2014 
perbedaan mencapai 20 juta meter kubik (m3) atau lebih 30%  
(https://www.mongabay.co.id/2015/02/24/riset-temukan-kayu-ilegal-opang-industri-menteri-siti-buka-bukaan-soal-pelaku/) 
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Tabel 6. Profil Industri Kayu (> 6000 M3) yang Beroperasi di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku periode 2018-2019 
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VII. Peredaran Kayu di & dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku 
 
Penelusuran terhadap peredaran kayu dapat menghasilkan informasi yang berguna untuk mengetahui 
kondisi pasokan dan kebutuhan bahan baku kayu bagi industri kayu. Semakin komprehensif dan rinci 
data yang dikumpulkan, maka semakin jelas gambaran pasokan kayu bulat dari berbagai sumber kayu 
(HPH, HTI, IPK dan izin sah lainnya), serta permintaan dari industri pengolahan kayu, baik primer 
maupun sekunder. Hasilnya jelas bermanfaat bagi pembenahan tata kelola sumber daya alam (hutan) di 
Tanah Papua dan Kepulauan Maluku.   
 
Kayu bulat yang diproduksi oleh perusahaan kayu (HPH dan HTI) dan izin sah lainnya, digunakan untuk 
bahan baku industri pengolahan kayu yang ada di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku sendiri.  Namun 
sebagian kayu bulat tersebut akan didistribusikan ke luar, melalui penjualan/perdagangan antar pulau. 
Selain itu, produk setengah jadi (kayu gergajian) dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku, ada juga yang  
dijual kembali ke industri kayu primer, terutama kepada industri-industri kayu yang ada di Pulau Jawa, 
untuk diolah kembali menjadi berbagai macam produk akhir. 
 
 
Peredaran Kayu di Tanah Papua & Kepulauan Maluku  
 
Peredaran kayu ini akan menyajikan informasi tentang nama-nama industri kayu primer (kapasitas di atas 
6000 m2) yang beroperasi di Tanah Papua dan Maluku (Tabel 5), yang sumber bahan baku kayunya 
dipasok oleh perusahaan HPH & HTI (termasuk dari izin sah lainnya) yang berada di Tanah Papua dan 
Kepulauan Maluku (RPBBI, 2018-2019).  
 
Di samping itu, informasi lain yang disajikan terkait nama-nama perusahaan eksportir yang menerima 
produk kayu dari industri primer yang ada di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku dan kemudian 
menjualnya ke pasar kayu internasional.  Namun ada juga sebagian industri kayu primer yang menjual 
produk kayunya melalui perdagangan antar pulau, ke industri kayu primer yang ada di pulau Jawa, 
sebelum diekspor ke luar negeri. 
 
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari SILK, beberapa industri kayu yang beroperasi di Tanah Papua 
dan Kepulauan Maluku, telah melakukan kegiatan ekspor secara mandiri. 
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Peredaran Kayu dari Tanah Papua & Kepulauan Maluku  
 
Pada bagian ini akan menyajikan informasi terkait peredaran kayu yang berasal dari Tanah Papua dan 
Kepulauan Maluku dan diperdagangkan antar pulau.  Kayu-kayu yang berasal dari Tanah Papua dan 
Kepulauan Maluku tersebut dijual kepada industri-industri kayu primer (kapasitas di atas 6000 m2) yang 
ada di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, 
Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.  
 
Berdasarkan data yang didapatkan dari RPBBI periode 20018-2019, kayu-kayu yang diperdagangkan 
bersumber dari perusahaan HPH, HTI, dan sebagian lagi diperoleh dari IPK.  Selain itu, ada juga yang 
bersumber dari hasil perdagangan kayu antar industri.   Artinya Industri-industri primer yang berada di 
luar Tanah Papua dan Kepulauan Maluku ini, menerima kayu dari industri kayu primer yang beroperasi 
di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku. 
 
Informasi lain yang disajikan terkait nama-nama perusahaan eksportir yang menerima produk kayu dari 
industri primer yang ada di provinsi-provinsi tersebut untuk dijual ke pasar kayu internasional.   
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